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KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 100.3.3.2/ 586 /TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PEMUNGUTAN

Menimbang

Mengingat

OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

bahwa dalam rangka menjamin tata cara pemungutan Opsen
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terlaksana dengan
baik dan jelas maka diperlukan standar operasional prosedur
(SOP) tata cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 1
Tahun 2025 tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral bukan
Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak
Mineral bukan Logam dan Batuan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurufa dan hurufb, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Banggai Kepulauan;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negra Republik Indonesia
Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

F




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada.:

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lambaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2023 Nomor 5);

6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2025
tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Tata Cara
Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU merupakan pedoman dan standar kerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pemungutan opsen pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan dan terwujudnya alur tugas,
wewenang dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas
pemungutan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal J detober 2e1s
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

1. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan:

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.






LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 100.3.3.2/ %€&  /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PEMUNGUTAN
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. |Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2 |Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak dan retribusi daerah

- SOP Tata Cara vﬂw::m:mg m.w.wmr yang a.__.?.sm sendiri o_nw.s..&& wm.mmr Am&_w >&mﬂ=nz&
- SOP Pelaksanaan Pengendalian, Pengawasan dan Pemeriksaan PDRD

yang ditentukan akan mengakibatkan penyampaian surat imbauan menjadi tidak maksimal.

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif -
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten B ai kepualuan
Disahkan Oleh

Judul SOP :

1. |Memiliki Kemampuan tentang Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada

Memiliki Kemampuan dalam mengaplikasikan komputer

ol ol £

Mampu melaksakan tugas -tugas sesuai tupoksinya

[Peraturan Dacrah

Peraturan Bupati

I

ATK

Komputer, Printer

Disimpan sebagai Dokumen




- PENDAFTARAN PAJAK OPSEN MBLB

Petugas Pelayanan menerima Formulir dan
lampiran kemudian melakukan verifikasi
dan meneliti kelengkapan,

3 |Petugas Pelayanan mencetak Tanda Terima
Berkas Pendaftaran.

4 |Petugas melakukan perekaman Data atas
Formulir Pendaftaran yang disampaikan
Wajib Pajak

5 |Pelaksana Pada sub bidang Pendaftaran
melakukan interkoneksi untuk penerbitan
NPWPD, Interkoneksi NPWPD dengan
NIK dan Nomor Induk Berusaha.

Pelaksana Sub Bidang pendalataran
melakukan penelitian berkas dan

mengajukan kepada KABID untuk meninjau

7 |Pengajuan Usulan Surat Tugas Penelitian
Lapangan

Pelaksana Sub Bidang Pendaflaran
melnkukan penelitian Lapangan dan
Verifikasi berkas.
9 |Pelaksana Pada sub bidang pendafiaran
Setelah melakukan Verifikasi, melakukan
registrasi mencetak Kartu NPWPD
Rangkap 2
10 |Kartu NPWPD disershkan kepada Petugas
Pelavanan untuk diserahkan kepada Calon
WP dan Rangkap 2 menjadi ARSIP
BAPENDA
11 |Petugas Pelayanan Menghubungi Calon
Wajib Pajak dan Menyerahkan Kartu
NPWPD

SUKET Pemerintah setempat.

KTPKK salah satu komanditer

Berkas Pendaftaran

Berkas Pendaftaran

Berkas Pendaftaran

Berkas Pendaftaran & SPOP/LSOP

Usulan Surat Tugas Penelitian Lapangan

Surat Tugas & SPOP/LSOP

Formulir Verifikasi

FC : KTP atau Sumt Ket Domisisli, bagi Calon 0
WP Badan melapirkan akta pendiran Usaha, FC

FC: KTP sertifikat/AJB,PBG Bagi Yg memilki | Setiap Hari Kerja
Gedung NPWPD (jika ada), SSB/SSPD BPHTB,

5 Meni
0 Meni
10 Menit
10 Menit
4 Hari
Setiap Hari Kerja

Usulbn Surat
Tugss Penelitian

Sural Tugas di
Tands-langani

Formalir Verifikasi

Datatase WP

NPWPD




- PENAGIHAN PENGEMBALIAN KEMBALI OPSEN MBLB

CALON WAJIB

PAJAK

dengan penagihan Pajak MBLB

Sub Bidang penagihan menyiapkan surat
penyampaian tagihan kepada wajib Pajak atau
penanggung pajak

Surat Penyampaian disampaikan kepada
Wajib pajak atau penanggung Pajak

Wajib Pajak atau Kuasa WP melakukan
Pembayaran melalui Petugas Pelayanan
Bapenda atau secara Non Tunai

Jika WP/Penanggung Pajak telah melakukan
Pembayaran maka Petugas Pelayanan
menerbitkan SSPD

Jika WP/Penanggung Pajak belum melakukan
pembayaran, maka :

a. di terbitkan surat teguran secara bertahap
sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang
waktu 3 (tiga) hari.

b. surat disampaikan kepada
WP/Penanggung Pajak

c. setelah surat teguran telah dilayangkan
sebanya 3 kali maka diterbitkan surat
Paksa

Penagihan Pajak atas opsen MBLB bersamaan

MUTU BAKU

SKPD,SKPDKB,SKPDKBT.S
PTPD. surat keputusan
pembetulan, surat keputusan
keberatan dan Putusan

Banding
Drafl Surat Tagihan

Surat Tagihan Pajak Dacrah

Surat Tagihan Pajak Dacrah

Surat Teguran |

Tanda Terima Surat Teguran
ke 3

Kenja

10 Menit

i Hari

11 Hari
Kerja

Setiap |-

Surat ditamda-
tangani KABAN

Tanda terima

SSPD

Surat Teguran 1

Tamda Terima
Surat

Surat Paksa

d. setelah 2x24 jam sejak surat paksa
diterbitkan, Bupati menerbitkan surat
perintah penyitaan

Tanda Terima surat Paksa

Draft Nota Surat
Perintah Penyitaan]




PAJAK

10

¢. KABAN mengajukan Nota penerbitan
Surat perintah penyitaan

f Surat perintah penyitaan ditandatangai

setelah dilakukakn Penyitaan,Jika
WP/Penaggung Pajak melunasi Utang Pajak
/atau biaya Pengihan Pajak. dapat
disampaikan salinan SSPD

setelah dilakukakn Penyitaan, Jika
'WP/Penaggung Pajak tidak melunasi Utang
Pajak /atau biaya Pengihan Pajak, KABAN
dapat melaksanakan penjulan barang sitaan
WP

setelah dilakukakn Penyitaan.Jika
WP/Penaggung Pajak tidak melunasi Utang
Pajak /atau biaya Pengihan Pajak, KABAN
dapat melaksanakan penjulan barang sitaan
WP

Hasil Penjulan Lelang. digunakan untuk
membayar biaya penagihan Pajak dan Utang
Pajak. Dan dokumen Pelunasan disampaikan
salinanva kepada WP

PELAKSANA | = MUVBE

Draft Nota Surat Perintah
Penyitaan

i

Surat Perintah Penyitaan

hasil Penjulan Hasil sitaan

Surat Perintah
Penyitaan dittanda;
tangani

hasil Penjulan
Hasil sitaan

Dokumen
Pelunasan




. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

et 1 |
URAIAN | wans pasak
T [WP/WR Penanggung Pajak mengajukan % Permohonan WP/WR, Perhitingan | Setiap
Permohonan Pengembalian Pembayaran RD Besaran Kelebihan Pembayamn Hari
Pajak/Retribusi Dacrah, NPWPD,  |Kerja
Surat Keputusan
Keberatan, Pe, betulan, Pembaian dan
Pengurangan
2 | Petugas Pelayanan Menerima permobonan dan

,%Ergmabzﬂg.

b Usulan diproses dan diverifikasi oleh SKPD,SKPDKB.SKPDKBIspTPD |10 Mend T
Kasubid Verifikasi dan Penetapan dan atau . dan surat Pengajuan Kelebihn &
Kasubid Pelayanan dan Penetapan Pembayaran

¢. Usulan vang telah divalidasi KABID
e .

im melakukan penelitian Lapangan

7 Hari
Penelitian dilakukan terhadap jak ‘ S Kerja
yang bermohon

im Mengajukan kepads KABAN hasil LHP 3 Hari

Kerja

Nota Persetujuan KABAN

iz




i
WAJIB PAJAK
1 E

Pengeluaran Nota Perhitungan besaran
Pengembalian Pembayaran Pajak/Retribusi
Daerah

h. Bendahara Pengeluaran mengajukan

petsetujuan SPP & SPM kepada KABAN

i %%Eﬂuﬁﬁgp

diajukan dengan SP2D kelebihan
pembayaran Pajak.

Pembayaran Kelebihan Pajak MBLB kepada
WP dilakukan dengan Pemindahbukuan

4 |Pembayaran Kelebihan Pajak OPSEN MBLB
kepada WP dilakukan dengan
Pemindahbukuan

SP2D & Bukti Pemindah bukuan

2
4 — e
SPP & SPM ja




